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DALAM PENDANAAN 
POLITIK

STANDAR INTEGRITAS DALAM PENDANAAN POLITIK

Keberadaan uang sangat penting dalam partisipasi politik. 

Partai politik dan kandidat membutuhkan uang dan 

sumber daya lain untuk mengorganisasikan diri, meru-

muskan ide, dan mengkomunikasikan ide tersebut ke-

pada publik. Namun pendanaan yang tidak terkendali 

dapat menyebabkan kepentingan pihak yang kaya mem-

berikan pengaruh yang tidak wajar, tidak propor-sional, 

atau bahkan ilegal dalam politik dan pembuatan kebi-

jakan. Kurangnya transparansi dan kontrol ini dapat 

menyebabkan pembajakan hukum dan sumber daya oleh 

segelintir orang “kuat”, mencederai kualitas pemerintahan 

dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi 

pemerintahan.

Transparency International (TI) memahami pendanaan 

politik sebagai cara partai politik, kandidat, non-kontestan 

dan pihak-pihak lain (disebut sebagai ‘pihak ketiga’) dalam 

proses politik mengumpulkan dan membelanjakan uang 

untuk kegiatan rutin dan kampanye pemilu, serta bagai-

mana persoalan pendanaan tersebut diatur¹.

 

Kami membayangkan sistem pendanaan politik di mana 

para pemilih mengetahui siapa yang mendanai partai 

politik dan kandidat, semua pendanaan mewakili 

kepentingan yang sah dari pemilih, dan tidak ada pen-

danaan yang menciptakan keuntungan yang tidak 

semestinya.

Ambisi kami adalah agar aparatur negara tetap netral 

dalam pemilihan umum dan tunduk pada standar 

integritas yang ketat, sementara uang publik digunakan 

untuk mengatasi rintangan partisipasi politik yang 

dihadapi oleh kelompok-kelompok terpinggirkan. 

Kami menegaskan bahwa demokrasi yang hidup dan 

pluralistik memerlukan aturan pendanaan politik yang 

diawasi dan ditegakkan dengan baik.

Majelis Umum PBB telah mengakui bahwa untuk "secara 

efektif mengatasi tantangan (...) untuk mencegah dan 

memerangi korupsi," setiap negara harus "menjaga 

integritas proses pemilu, mempromosikan akuntabilitas 

pada pemilih, transparan dan tidak berpihak dalam 

lembaga pemilu dan mekanisme pengawasan, serta 

transparan dalam pendanaan kandidat, partai politik, 

dan kampanye pemilu."²

Namun, komitmen ini tidak cukup tercermin dalam 

standar universal atau kewajiban internasional.³ Oleh 

karena itu, kami mengajukan Standar Integritas dalam 

Pendanaan Politik sebagai cetak biru untuk reformasi.

Standar ini merupakan serangkaian ukuran holistik yang 

mendeskripsikan upaya yang diperlukan untuk memitigasi 

risiko korupsi dan memperkuat integritas dari, setidaknya, 

pendanaan partai politik dan kampanye pemilu di tingkat 

nasional. 

Sebuah makalah diskusi terpisah menguraikan alasan 

masuknya isu-isu utama dalam posisi kebijakan ini dan 

mengemukakan praktik terbaik yang melampaui standar 

minimum ini. Baik makalah diskusi maupun standar ini 

didasarkan pada informasi dari serangkaian konsultasi 

regional dan global bersama jaringan nasional TI di 

berbagai negara, serta para ahli dari pemerintah, orga-

nisasi internasional, pemantau pemilu, masyarakat sipil, 

media, dan lembaga pemikir.
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TRANSPARANSI
PRINSIP 1

Publik berhak mengetahui bagaimana uang memengaruhi 

politik. Informasi tentang sumber pendanaan dan penge-

luaran memberikan konteks penting untuk membuat 

keputusan yang tepat di kotak suara dan memastikan 

pertanggungjawaban pejabat publik. Transparansi juga 

dapat mencegah adanya upaya dari kepentingan terla-

rang untuk membeli pengaruh politik.

Sejak 2003, lebih dari 190 negara telah berkomitmen 

untuk "meningkatkan transparansi dalam pendanaan 

kandidat untuk jabatan publik yang dipilih dan, jika me-

mungkinkan, pendanaan partai politik," melalui pasal 7.3 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi 

(UNCAC) dan deklarasi politik dalam Sidang Khusus 

Majelis Umum PBB melawan korupsi pada tahun 2021. 

Beberapa negara juga telah membuat komitmen serupa 

berdasarkan perjanjian regional, seperti Konvensi Uni 

Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(African Union Convention on Preventing and Combating 

Corruption), Piagam Demokratik Antar-Amerika dari 

Organisasi Negara-negara Amerika (Inter-American 

Democratic Charter of the Organization of American States), 

dan Konvensi tentang Standar Pemilihan Demok-ratis, 

Hak Pilih, dan Kebebasan di Persemakmuran Negara-

negara Merdeka (Convention on Standards of Democratic 

Election, Voting Rights and Freedoms in the Commonwealth 

of Independent State).⁴

Akan tetapi, relatif sedikit negara yang bertindak nyata 

berdasarkan komitmen tersebut. Sementara lebih dari 

dua pertiga negara mengharuskan partai politik dan 

kandidat untuk melaporkan pendanaan kampanye me-

reka,⁵ ketidakjelasan masih lazim terjadi. Survei ahli 

terhadap 109 negara pada tahun 2021 menemukan 

bahwa satu dari tiga negara tidak mewajibkan publikasi 

laporan keuangan, sementara hanya 36 yang mener-

bitkan rincian donasi—seperti waktu, jumlah, dan iden-

tifikasi donatur—secara daring. Bahkan lebih sedikit lagi, 

hanya 19 negara yang menerbitkan informasi tersebut 

dengan pengenal umum (common identifiers).⁶

Pada abad ke-21, transparansi harus lebih dari sekadar 

publikasi. Transparansi sesungguhnya merupakan kapa-

sitas untuk mengungkapkan apa yang layak diketahui 

publik tetapi tetap tersembunyi. Pengungkapan penuh 

(full disclosure) memerlukan badan independen yang 

dilengkapi kewenangan untuk memverifikasi secara tidak 

memihak, tidak hanya bahwa aturan dipatuhi (compli-

ance), namun juga bahwa informasi yang diungkapkan 

berkualitas baik, akurat, dan tepat waktu. Standar ini 

penting agar pemilih dapat menuntut akuntabilitas dari 

wakil mereka.

Negara-negara yang mempublikasi laporan keuangan juga 

sering kali melewatkan informasi penting, seperti jumlah, 

pengeluaran, atau identitas donor, yang secara efektif 

membuat sumbangan pendanaan politik menjadi anonim. 

Pada tahun 2023, sumbangan anonim diizinkan di seti-

daknya 64 negara di seluruh dunia.7 Transparansi dan 

akuntabilitas tidak dapat dijamin tanpa badan pengawas 

independen yang berkapasitas untuk memverifikasi dan 

mengaudit informasi ini secara tidak memihak (lihat 

Prinsip 6).
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Standar untuk Memperkuat
Transparansi Keuangan Politik

1.1. KEWAJIBAN PEMBUKUAN

1.2. KEWAJIBAN PELAPORAN 1.3. PUBLIKASI INFORMASI PENDANAAN
POLITIK

Kerangka hukum harus mewajibkan partai politik, kan-

didat, dan tim kampanye untuk menyimpan catatan 

keuangan terperinci yang sejalan dengan standar akun-

tansi internasional. Catatan ini harus mencakup seluruh 

penerimaan dan pengeluaran, beserta identifikasi sum-

ber dan vendor, serta aset dan liabilitasnya. Catatan 

dan dokumen pendu-kungnya harus tetap tersedia 

untuk pemeriksaan dalam jangka waktu yang panjang.

Kerangka hukum harus mewajibkan partai politik, kan-

didat dan tim kampanye untuk mengelola semua pen-

erimaan dan pengeluaran melalui rekening bank khu-

sus yang terbuka untuk pengawasan publik sehingga 

transaksi dapat dilacak.

a)

b)

Kerangka hukum harus menetapkan kewajiban bagi 

partai politik, kandidat, dan tim kampanye, sebagaima-

na berlaku, untuk melaporkan penerimaannya, baik 

dalam bentuk barang maupun uang, termasuk aset dan 

pinjaman, kepada badan pengawas indepen-den dan 

imparsial yang sesuai. Pelaporan tersebut harus menca-

kup nilai, tanggal, dan sumber setiap transaksi pene-

rimaan di atas ambang batas yang wajar. 

Kerangka hukum harus menetapkan kewajiban bagi 

partai politik, kandidat, dan tim kampanye untuk me-

laporkan pengeluarannya, termasuk nilai, tanggal, dan 

identitas vendor, yang disajikan dalam kategori terpe-

rinci yang sesuai. Laporan harus memungkinkan klasi-

fikasi yang akurat dari berbagai layanan dan tujuan, dan 

mencakup pengeluaran yang dilakukan dengan meng-

gunakan dana publik yang dialokasikan, apabila ber-

laku. Badan pengawas juga harus meninjau kategori 

perincian secara berkala.

Kerangka hukum harus mewajibkan penyampaian la-

poran pendanaan politik secara berkala dan dalam 

jangka waktu yang wajar agar memungkinkan verifikasi, 

audit, dan akuntabilitas yang efektif kepada pemilih. Ba-

tas waktu pelaporan harus ditetapkan setidaknya setiap 

tahun untuk laporan keuangan reguler partai politik.

a)

b)

c)

Kerangka hukum harus menetapkan tenggat pelaporan 

untuk periode kampanye pemilu bagi partai poli-tik, kan-

didat, dan tim kampanye, sebagaimana ber-laku, terma-

suk untuk pengungkapan segera (prompt disclosure) atau 

penyerahan laporan sementara (interim reports) yang 

mengungkapkan jumlah sum-bangan dan identitas donor 

di atas ambang batas yang wajar serta pengeluaran ter-

perinci, sebelum hari pemilihan.

Badan pengawas harus menyediakan untuk partai politik, 

kandidat dan tim kampanye format pelaporan standar 

dan solusi serta sistem digital untuk memfa-silitasi pem-

bukuan dan pelaporan keuangan sedekat mungkin deng-

an waktu nyata, serta bantuan teknis untuk memfasilitasi 

penggunaannya.

d)

e)

Badan pengawas independen yang menerima laporan 

pendanaan politik harus menerbitkan semuanya sedekat 

mungkin dengan waktu nyata, melalui platform terpusat 

dan mudah digunakan, yang menyediakan informasi yang 

dapat dicari dan diakses dalam format data terbuka, se-

hingga pemilih dapat mempertimbangkan informasi ter-

sebut saat memberikan suara mereka. Informasi yang di-

terbitkan harus mencakup semua data yang tercantum 

dalam poin 1.2.a-b.

Kerangka hukum harus memungkinkan pengungkapan 

informasi pendanaan politik secara langsung atau cepat 

dengan membuat rekening bank khusus bagi partai po-

litik, kandidat, dan tim kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam poin 1.1.b) tersedia untuk diakses publik. Kerangka 

hukum ini juga harus mewajibkan lembaga pengawas 

untuk mengembangkan solusi digital yang memungkin-

kan pembukuan dan pelaporan secara berkelanjutan, 

serta pengungkapan otomatis pada publik.

Jika identifikasi penuh terhadap individu donatur kecil 

tidak memungkinkan atau tidak diinginkan karena masa-

lah privasi yang sangat mendesak, atau kemungkinan 

ancaman, pelecehan, atau pembalasan, maka kerangka 

hukum harus menetapkan batasan yang wajar pada jum-

lah total pendapatan yang diizinkan bagi partai politik, 

kandidat, atau tim kampanye yang sumbernya tidak 

diidentifikasi secara publik.

a)

b)

c)
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PENDANAAN YANG BERSIH
(CLEAN MONEY)

PRINSIP 2

Pendanaan politik harus menyuarakan kepentingan yang 

sah dari para pemilih. Untuk melindungi demokrasi dari 

korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya, pendanaan 

politik harus berasal dari sumber yang sah dan menggu-

nakan jalur yang legal. Mempromosikan pendanaan yang 

bersih (clean money) dalam pemilu berarti menutup pelu-

ang bagi aktor-aktor tersembunyi, rahasia, atau kriminal

—baik dari dalam maupun luar negeri—untuk mendapat-

kan pengaruh politik yang tidak semestinya atas wacana 

publik dan hasil pemilu.

Namun demikian sejumlah tantangan menghambat rea-

lisasi prinsip ini. Pada tahun 2023, hampir setengah dari 181 

negara tidak mewajibkan aliran dana politik melalui sistem 

perbankan.8 Demikian pula, sumbangan dalam bentuk 

barang tidak diatur di lebih dari setengah negara di seluruh 

dunia.9 Sumbangan tunai dan barang yang tidak terkendali 

dapat memfasilitasi klientelisme, patronase, atau pelang-

garan seperti perdagangan pe-ngaruh, pembel-ian suara, 

atau penyuapan. Demikian pula, kelompok keja-hatan 

terorganisasi yang mengeks-ploitasi orang atau mengeks-

traksi sumber daya alam secara ilegal dapat mencuci keun-

tungan yang diperoleh secara tidak sah untuk membeli pe-

ngaruh politik dan terus mendapatkan keuntungan tanpa 

hukuman (impu-nitas).��

Anonimitas memungkinkan dana gelap dan ilegal masuk 

ke dunia politik di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. 

Namun, bahkan di negara-negara yang melarang donasi 

anonim, perusahaan tetap dapat menyalurkan uang gelap 

ke dunia politik jika tidak ada persyaratan pengungkapan 

kepemilikan manfaat (beneficial ownership) untuk donasi 

yang dilakukan oleh badan hukum, yang berpotensi me-

langgar aturan. Kepentingan asing juga dapat menghindar 

dari larangan dan menyembunyikan donasi atau dukung-an 

lainnya—seperti iklan daring, layanan konsultasi��, atau 

transfer aset mata uang kripto—melalui badan usaha yang 

dikendalikan asing, donatur perantara, atau pihak ketiga. 

Lebih jauh, pihak ketiga juga dapat digunakan oleh kepen-

tingan tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk 

memalsukan dukungan dari akar rumput atau mengkoop-

tasi kelompok yang tidak autentik.�� Hingga saat ini, seba-

gian besar negara tidak mengatur pendanaan pihak ketiga.��

Standar untuk Mempromosikan

Pendanaan yang Bersih dalam Politik

2.1. UJI TUNTAS (DUE DILIGENCE) DAN PRAKTIK
BAIK "KNOW-YOUR-DONOR"

Kerangka hukum harus mewajibkan lembaga keuangan 

untuk secara berkala memantau rekening bank yang di-

tunjuk untuk mengelola pendanaan politik dan melapor-

kan setiap transaksi mencurigakan kepada pihak berwe-

nang. Laporan transaksi mencurigakan tersebut harus 

dipicu oleh aktivitas termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 

sumbangan di atas batasan hukum, atau sumbangan 

berulang dari donor yang sama yang secara kumulatif 

melampaui batasan hukum.

Partai politik, kandidat, dan tim kampanye harus meme-

riksa apakah sumber sumbangan diizinkan untuk mem-

berikan sumbangan pendanaan politik. Sesuai dengan 

kebijakan internal mereka sendiri, penerima sumbangan 

juga harus menilai risiko reputasi dan konflik kepentingan 

yang timbul akibat menerima sumbangan dan pinjaman 

dalam jumlah besar dari sumber yang diperbolehkan.

Kerangka hukum harus menetapkan jangka waktu yang 

wajar di mana partai politik, kandidat, dan tim kampanye 

dapat melakukan pemeriksaan yang memadai sebelum 

menerima, menolak, atau mengembalikan sumbangan.

a)

b)

c)

2.2. KRIMINALISASI PENDANAAN POLITIK ILEGAL
DAN PEMBELIAN SUARA (VOTE BUYING)

Kerangka hukum harus menetapkan tanggung jawab pi-

dana bagi individu yang dengan sengaja terlibat dalam 

memberikan, meminta, atau menerima pendanaan politik 

dalam jumlah besar yang berasal dari aktivitas kriminal.

Kerangka hukum juga harus menetapkan tanggung jawab 

pidana bagi individu yang menawarkan uang, barang, la-

yanan, dan manfaat lainnya kepada pemilih, baik untuk 

mendorong mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak 

menggunakan hak tersebut.

a)

b)
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2.3. MEMPERKENALKAN KEWAJIBAN PELAPORAN BAGI

PIHAK KETIGA YANG MEMENGARUHI HASIL PEMILU

Kerangka hukum harus memperluas persyaratan pela-

poran kepada pihak ketiga atau kelompok nonkontes-

tan yang bertujuan untuk memengaruhi hasil pemi-lu, 

apabila pengeluaran mereka melebihi batas yang dite-

tapkan. Persyaratan pelaporan harus melindungi kebe-

basan kelompok warga negara yang mengejar tujuan 

advokasi politik dan sosial yang lebih luas yang tidak 

berupaya memengaruhi hasil pemilu.

a)

Kerangka hukum harus melarang partai politik, kandi-

dat, tim kampanye, dan pihak ketiga menerima sum-

bangan dari sumber anonim, serta sumbangan dalam 

mata uang kripto dan aset kripto lainnya tanpa buku 

kas yang terbuka untuk publik, atau yang tidak didu-

kung oleh bank sentral.

a)

Kerangka hukum harus mewajibkan kebijakan perusa-

haan terkait sumbangan uang dan barang kepada partai 

politik, kandidat, dan pihak ketiga harus ditinjau dan dise-

tujui oleh badan pengurus perusahaan, dan bahwa kepu-

tusan tentang sumbangan diserahkan kepada manaje-

men senior yang relevan dan tunduk pada pengawasan 

dewan direksi atau pemegang saham.

Kerangka hukum harus mewajibkan perusahaan yang 

memberikan sumbangan dana politik untuk mendekla-

rasikan pemilik manfaat perusahaan (beneficial owners) 

kepada penerima sumbangan. Partai politik, kandidat, 

atau tim kampanye harus mengembalikan sumbangan 

apa pun dari badan hukum yang gagal memberikan dek-

larasi tersebut atau tidak mengungkapkan informasi ke-

pemilikan manfaatnya kepada publik.

Kerangka hukum harus melarang, membatasi atau meng-

atur sumbangan dari perusahaan atau badan hukum ke-

pada pejabat yang sama yang menjadi sasaran lobi mere-

ka atau dari perusahaan yang menyediakan layanan ad-

mistrasi publik, berpartisipasi dalam tender pengadaan 

publik, atau menerima subsidi, izin, dan konsesi negara.

Untuk memungkinkan pemahaman publik yang luas ten-

tang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan swasta me-

lalui keterlibatan politik mereka, kerangka hukum harus 

mewajibkan pengungkapan secara proaktif atas sumba-

ngan politik perusahaan bersama dengan isu-isu kebi-

jakan utama atau peraturan yang terkait dengan kegiatan 

mereka; posisi kebijakan publik dan hasil yang diharap-

kan atas masalah ini; dan penilaian materialitas dari ke-

giatan mereka, sejalan dengan kerangka kerja yang diakui 

secara internasional.

a)

b)

c)

d)

2.4. MENUTUP CELAH DONASI ANONIM

Kerangka hukum harus memperbarui definisi iklan poli-

tik agar mencakup komunikasi daring berbayar yang 

ditujukan untuk memengaruhi pemilih terkait regulasi 

dan hasil pemilu. Kerangka hukum harus mewajibkan 

platform atau penerbit iklan untuk membuat dan me-

melihara daftar semua iklan dalam format yang dapat 

dibaca mesin (machine-readable registers) untuk jangka 

waktu yang panjang, yang merinci sponsor, pembayar, 

pemberi otorisasi, jumlah tayangan, jangkauan, periode 

durasi, dan kriteria penargetan. Daftar ini juga harus 

memuat jumlah agregat atau nilai layanan penerbitan 

yang digunakan oleh partai politik, kandidat, tim kam-

panye, perantara, atau individu yang memasang iklan.

Kerangka hukum harus mewajibkan platform daring 

untuk menerapkan perlindungan terhadap penyalah-

gunaan komunikasi daring berbayar oleh pihak ketiga 

untuk menghindar dari aturan pendanaan politik. Per-

lindungan tersebut meliputi pelabelan iklan, persyara-

tan pengungkapan yang tercantum dalam poin 2.5.a, 

verifikasi identitas, aturan berbasis lokasi geografis un-

tuk menegakkan peraturan khusus suatu negara, dan 

mekanisme pelaporan untuk iklan yang mencurigakan 

atau tidak mematuhi aturan.

Kerangka hukum harus mewajibkan pelaporan yang ter-

perinci dan terklasifikasi (detailed and itemised) tentang 

pengeluaran yang dikeluarkan oleh partai politik, kandi-

dat, tim kampanye, dan pihak ketiga lainnya yang se-

cara hukum diberi wewenang untuk menyiapkan dan 

memasang iklan daring, baik secara langsung atau me-

lalui perantara atau perusahaan periklanan.

a)

b)

c)

2.5. IKLAN POLITIK DARING

2.6. DONASI POLITIK PERUSAHAAN 

Kerangka hukum harus melarang sumbangan kampanye 

kepada partai politik dan kandidat dari kepentingan 

asing, termasuk pemerintah asing, warga negara asing, 

dan badan hukum komersial asing. Sementara dukungan 

dari asosiasi internasional atau organisasi bantuan dem-

okrasi kepada partai politik untuk tujuan pengembangan 

kapasitas kelembagaan dan pendidikan politik dan kewar-

ganegaraan bagi anggota dan warga negara harus diizin-

kan selama bukan periode pemilu.

Kerangka hukum harus menentukan ambang batas dan 

kriteria kepemilikan atau pengendalian asing yang deng-

annya suatu badan hukum akan dianggap asing dan kare-

nanya dilarang untuk memberikan sumbangan.

a)

b)

2.7. SUMBANGAN ASING





KESETARAAN DALAM KOMPETISI
(LEVEL OF PLAYING FIELD)

PRINSIP 3

Akses terhadap pendanaan (uang) seharusnya tidak meng-

hasilkan keuntungan yang tidak semestinya. Kesetaraan 

dalam kompetisi politik berarti bahwa partai politik dan 

kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta 

dalam pemilihan umum. Langkah-langkah seperti pemba-

tasan sumbangan dan pengeluaran dapat membantu me-

mastikan bahwa kepentingan finansial tidak memperoleh 

pengaruh yang tidak semestinya atas proses pengambilan 

keputusan. Demikian pula, menyeimbangkan pendanaan 

swasta dengan pendanaan publik menurut kriteria yang 

tidak diskriminatif, objektif, dan wajar mampu membantu 

menciptakan lingkungan politik yang adil.

Pembatasan yang wajar terhadap sumbangan dan penge-

luaran dapat membantu membuat pemilu lebih kompetitif�� 

karena dapat membatasi pengaruh yang tidak proporsional 

dari orang kaya dan penyalahgunaan jabatan oleh petaha-

na. Menurut sebuah studi akademis, 11 persen miliarder 

dunia pernah mencalonkan diri untuk jabatan, dan 80 per-

sen dari mereka menang.�� Dari 181 negara, 100 negara 

tidak memberlakukan pembatasan terhadap nilai sumbang-

an kepada kandidat, sementara 96 negara tidak membatasi 

sumbangan kepada partai politik.�� Bahkan jika pembatasan 

dibuat, penegakan yang lemah sering kali memperburuk 

efektivitasnya.

Di banyak bagian dunia, kandidat diharuskan membayar 

dalam jumlah besar untuk memperoleh nominasi dari par-

tai politik mereka. Pembayaran ini mungkin terdokumen-

tasi, tetapi dalam beberapa kasus dilakukan langsung ke-

pada para petinggi partai. Kedua praktik tersebut membuat 

para calon rentan terhadap korupsi.��

Pendanaan publik untuk partai dan kandidat, misalnya me-

lalui subsidi dan alokasi waktu tayang (airtime), dapat mem-

bantu menyamakan kedudukan bagi kelompok yang kurang 

terwakili di masyarakat. Jika dirancang dengan baik, skema 

pendanaan publik memberi insentif kepada individu untuk 

memberikan kontribusi kepada partai politik, baik secara 

finansial atau dengan cara lain, memastikan tingkat mini-

mum pendanaan swasta yang dibutuhkan untuk persaingan 

politik yang dinamis. 

Di sisi lain, jika pendanaan publik tidak memiliki kriteria 

alokasi yang objektif, disalurkan tidak tepat waktu, atau 

justru disalahgunakan, hal itu akan memperdalam ketim-

pangan alih-alih menciptakan peluang yang setara.��

Standar untuk Mempromosikan

Kesetaraan dalam Kompetisi

3.1. PEMBATASAN DONASI DAN PENGELUARAN 

Kerangka hukum harus menetapkan batasan yang wajar 

atas sumbangan dari satu sumber kepada partai politik, 

kandidat, dan kampanye pemilu. Pembatasan ini terma-

suk sumbangan kandidat untuk kampanye atau partai 

politik mereka sendiri. Batasan sumbangan dapat dida-

sarkan pada ukuran yang diterima dan terindeks seperti 

upah minimum atau satuan nilai pajak, daripada jumlah 

absolut.

Untuk mengendalikan kebutuhan pendanaan politik, 

kerangka hukum harus membatasi pengeluaran partai 

politik, kandidat dan tim kampanye, dengan mengikuti 

kriteria yang objektif, wajar, dan sesuai konteks – misal-

nya, adanya kuota atau batasan waktu untuk siaran yang 

dikontrak secara privat dan komunikasi daring.

a)

b)
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3.2. PENYEDIAAN PENDANAAN PUBLIK 
LANGSUNGDAN TIDAK LANGSUN

Kerangka hukum harus memastikan bahwa skema 

pendanaan publik yang ada dirancang untuk mendo-

rong—dan bukannya menghalangi—partisipasi melalui 

sumbangan dan iuran dari lebih banyak warga negara.

Kerangka hukum harus menetapkan kriteria yang objektif 

dan tidak diskriminatif untuk mengalokasikan semua 

pembiayaan politik publik, baik yang bersifat langsung 

(misalnya uang tunai) dan tidak langsung (misalnya akses 

media bersubsidi).

Penerimaan, pengelolaan, dan pencairan dana politik 

publik yang bersifat langsung harus tunduk pada keten-

tuan yang sama dengan pengelolaan dana publik, serta 

pada persyaratan pembukuan, pelaporan, pengungkapan 

publik, dan audit yang ketat.

a)

b)

c)



3.3. AKSES DAN KEPEMILIKAN MEDIA

Di antara berbagai bentuk pendanaan publik, kerangka 

hukum harus menetapkan akses bersubsidi ke outlet 

media publik untuk semua partai politik setidaknya se-

lama masa kampanye, dengan mengikuti kriteria alokasi 

yang wajar.

Outlet media harus mengungkapkan sepenuhnya struk-

tur kepemilikan mereka, termasuk pemilik manfaat, dan 

harus menegakkan standar integritas tertinggi dalam 

liputan politik mereka.

a)

b)
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3.4. TATA KELOLA INTERNAL PARTAI

Untuk memitigasi korupsi, penyuapan, dan risiko repu-

tasi, serta memastikan bahwa pendanaan publik dan 

swasta dikelola secara memadai, partai politik harus 

mengadopsi, mempublikasikan, dan secara berkala 

meninjau kebijakan integritas internal mereka (misalnya 

kode etik, aturan, atau pedoman), termasuk selama 

periode pencalonan dan kampanye.

Pemerintah harus mewajibkan partai politik untuk me-

ngungkap kriteria yang digunakan dalam mengaloka-

sikan dana publik di antara kandidat.

a)

b)

3.5. PENDANAAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG

KELOMPOK KURANG TERWAKILI 

(UNDERREPRESENTED GROUPS)

Kerangka hukum harus memastikan bahwa pendanaan 

publik langsung dan tidak langsung sebagian digunakan 

untuk menciptakan kesetaraan peluang bagi perem-

puan, kaum muda, dan kelompok lain yang kurang 

terwakili seperti minoritas gender, seksual, etnis, ras 

dan agama, masyarakat miskin, dan lain-lain. Partai 

politik juga harus memiliki kebijakan khusus untuk 

memastikan bahwa pendanaan yang memadai dialo-

kasikan untuk mendukung partisipasi kelompok yang 

kurang terwakili.

a)
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Pendanaan politik harus mengatasi praktik korupsi yang 

meng-halangi perempuan dari posisi terpilih. Perempuan 

merupakan kelompok terbesar dari beberapa kelompok 

yang kurang terwakili dalam politik. Hanya 27 persen ang-

gota parlemen di majelis tunggal atau majelis rendah di 

parlemen seluruh dunia yang merupakan perempuan.�� 

Semakin banyak standar dan instru-men internasional juga 

menyoroti peran perempuan dalam po-litik, termasuk Kov-

enan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang men-

jamin kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk 

menikmati semua hak sipil dan politik; Resolusi 66/130 yang 

diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2011 

tentang Perempuan dan Partisipasi Politik yang menyerukan 

kepada semua negara untuk “meningkatkan partisipasi pol-

itik perempuan;”�� dan Konvensi tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 

beserta Rekomendasi Umum Nomor 23 yang mendorong 

partai politik untuk menyediakan dukungan finansial dan 

sumber daya lainnya guna mengatasi hambatan dan “me-

mastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang 

sama (...) untuk dicalonkan sebagai kandidat dalam 

pemilihan.”��

Memastikan bahwa perempuan mempunyai kesempatan 

yang sama dengan laki-laki untuk mengakses sumber daya 

keuangan dalam prosedur pencalonan dan kampanye dapat 

membantu melemahkan jaringan patronase dan klientisme 

yang mengha-langi perempuan memperoleh posisi ter-

pilih.�� Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam 

keuangan politik juga menjamin penggunaan yang tepat 

atas bentuk-bentuk pendanaan publik yang dibuat untuk 

mendukung politisi perempuan, sehingga berkontribusi 

pada representasi politik yang lebih beragam.

Perempuan dalam dunia politik sering kali dipaksa untuk 

menanggung diskriminasi dan stereotip yang mengakar, 

serta lingkungan kerja dan jadwal yang tidak mempertim-

bangkan tanggung jawab pengasuhan (caregiving) yang 

secara tidak proporsional dibebankan pada perempuan. 

Perempuan juga jauh lebih rentan mengalami berbagai 

bentuk pelecehan dan ancaman, baik secara daring mau-

pun langsung, selama masa kampanye dibandingkan deng-

an laki-laki. Lebih jauh lagi, perempuan menghadapi tan-

tangan yang lebih besar daripada laki-laki dalam mempe-

roleh sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

nominasi partai atau mencalonkan diri untuk suatu jaba- 

Standar untuk Mempromosikan

Kesetaraan Gender

4.1. LANGKAH-LANGKAH PENDANAAN YANG 
DITARGETKAN UNTUK MENINGKATKAN 
KETERWAKILAN PEREMPUAN

Kerangka hukum harus menjadikan pendanaan publik 

langsung dan tidak langsung bagi partai politik bersyarat 

pada kriteria kesetaraan gender dalam posisi partai dan 

daftar kandidat. Sebagian besar pendanaan publik harus 

dialokasikan untuk kegiatan politik dan kampanye yang 

paling mungkin berdampak positif pada representasi 

perempuan dalam politik, khususnya mereka yang bera-

sal dari komunitas yang kurang terwakili. Pendanaan 

tidak langsung harus mencakup, jika memungkinkan, 

subsidi untuk layanan keamanan pribadi selama masa 

kampanye, serta sumber daya untuk perlindungan dari 

pelecehan daring.

a)

KESETARAAN GENDER
PRINSIP 4

tan.�� Fleksibilitas dan dukungan yang tidak memadai (finan-

sial dan lainnya) dari partai politik menjadi hambatan, dan 

terkadang secara aktif mencegah mereka untuk tampil seba-

gai kandidat.

Skema pendanaan politik publik semakin dikaitkan dengan 

upa-ya kesetaraan gender dan diperuntukkan untuk mendu-

kung perempuan yang menantang petahana yang diuntung-

kan, me-nawarkan peningkatan visibilitas dan koneksi ke jari-

ngan pendanaan. Namun, efektivitas skema ini sering kali 

terganggu oleh penyalahgunaan atau penyelewengan.

4.2. PUBLIKASI INFORMASI TERPILAH GENDER

Partai politik harus mencatat dan melaporkan pendapa-

tan dan pengeluaran kampanye dengan informasi yang 

dipisahkan berdasarkan gender. Badan pengawas harus 

mempublikasikan informasi ini, beserta analisis lebih 

lanjut dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan 

yang bersifat spesifik gender.

a)
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Jabatan dan dana publik harus netral dalam pemilu. Net-

ralitas negara dalam pemilu dan kampanye sangat penting 

untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya negara, 

yang didefinisikan sebagai, “keuntungan yang tidak semes-

tinya yang diperoleh oleh partai atau kandidat tertentu, 

melalui penggunaan posisi resmi mereka atau koneksi ke 

lembaga pemerintah, untuk memengaruhi hasil pemilu.”��

Pada tahun 2023, di 35 dari 181 negara yang dinilai oleh 

para ahli, tidak ditemukan undang-undang yang mencegah 

sumber daya negara dieksploitasi untuk keuntungan elek-

toral.�� Lebih jauh lagi, bahkan di negara-negara yang memi-

liki undang-undang semacam itu, petahana menggunakan 

sumber daya dan kekuasaan negara untuk keuntungan 

elektoral mereka sendiri. Contohnya dapat dilihat dari peng-

gunaan kendaraan negara, sekolah, kantor atau stadion 

untuk kampanye politik, hingga tekanan terhadap pegawai 

sektor publik.�� Manipulasi kebijakan dan anggaran publik 

dapat berupa pengeluaran diskresioner untuk menaikkan 

gaji, pensiun atau tunjangan lainnya untuk sementara, hing-

ga pemotongan pajak atau investasi dalam infrastruktur.�� 

Banyak petahana menyalahgunakan aparat keamanan, 

penegakan hukum dan bentuk-bentuk kekuatan negara 

lainnya untuk mengintimidasi atau menghalangi kandidat 

dan aktivis dari partai oposisi. Dalam beberapa tahun tera-

khir, bentuk-bentuk ini termasuk penangkapan beberapa 

kandidat oposisi atau intimidasi terhadap pemilih.��

Standar untuk Mempromosikan 

Netralitas Negara

5.1. LARANGAN PENYALAHGUNAAN SUMBER 
DAYA NEGARA UNTUK TUJUAN PEMILU

Kerangka hukum harus secara tegas mendefinisikan 

penggunaan sumber daya manusia, keuangan, material, 

dan sumber daya publik lainnya yang diizinkan dan dila-

rang oleh partai politik atau kandidat dalam konteks kam-

panye pemilu. Undang-undang harus memberikan perlin-

dungan bagi pejabat yang dipaksa atau diintimidasi untuk 

melanggar netralitasnya, termasuk mekanisme penga-

duan dan pelaporan yang aman.

a)

NETRALITAS NEGARA
PRINSIP 5

5.2. DEKLARASI ATAU PENGGANTIAN BIAYA YANG
TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SUMBER 
DAYA NEGARA

Kerangka hukum harus mensyaratkan kandidat dan par-

tai politik untuk mendeklarasikan nilai dari setiap sumber 

daya negara yang mereka gunakan, misalnya karena ala-

san keamanan atau alasan lain yang dapat dibenarkan, 

serta mekanisme untuk mengganti biaya tersebut.

a)

5.3. MEMBERDAYAKAN OTORITAS PENGAWAS
TERKAIT UNTUK MEMANTAU DAN MEMBERIKAN
SANKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SUMBER
DAYA NEGARA

Kerangka hukum harus memberikan kewenangan kepada 

badan penyelenggara pemilu atau badan pengawas ter-

kait lainnya untuk memantau kepatuhan terhadap netra-

litas negara. Badan pengawas harus dapat mengumpul-

kan bukti yang dapat mendukung pengenaan sanksi me-

lalui proses administratif atau, jika memungkinkan, pe-

nuntutan pidana.

a)

5.4. MEMASTIKAN NETRALITAS OTORITAS NEGARA
YANG TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU

Kerangka hukum harus memastikan netralitas pejabat 

publik dengan menetapkan aturan yang proporsional 

tentang bagaimana dan kapan pejabat publik dapat ter-

libat dalam kegiatan kampanye dalam kapasitas pribadi 

mereka dan kapan mereka harus menarik diri atau meng-

undurkan diri dari jabatan.

Personel lembaga penegak hukum, kejaksaan, kehaki-

man, dan aparat keamanan harus menjauhkan diri dari 

tindakan apa pun yang bertujuan untuk merusak hasil 

pemilu kandidat atau partai politik mana pun. Kerangka 

hukum harus memberikan sanksi atas penyalahgunaan 

jabatan tersebut.

a)

b)
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Regulasi pendanaan politik harus dipantau dan ditegakkan. 

Akuntabilitas dan pengawasan merupakan mata rantai pen-

ting dalam integritas pendanaan politik. Badan pengawas 

harus diberi wewenang untuk memverifikasi dan mempub-

likasikan laporan keuangan. Jika tidak, partai, kandidat, tim 

kampanye, dan pihak ketiga dapat menyembunyikan infor-

masi dan masyarakat akan tetap tidak mengetahuinya. 

Bukti menunjukkan bahwa ketika badan pengawas diberi 

wewenang untuk memverifikasi laporan keuangan, maka 

data pendanaan politik akan lebih tersedia, terlepas dari 

tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.��

Sayangnya, pengawasan dan akuntabilitas yang tidak me-

madai menjadi masalah di semua negara. Penilaian ahli 

terhadap 109 negara pada tahun 2021 menemukan bahwa 

hanya 55 negara yang memiliki aturan yang memberdaya-

kan badan atau pejabat untuk memastikan pengumpulan 

dan publikasi data pendanaan politik yang akurat dan tepat 

waktu.��

Lebih jauh lagi, pelanggaran undang-undang pendanaan 

politik sering tidak terdeteksi karena kurangnya koordinasi 

dan kerja sama antara lembaga terkait. Berbagai contoh di 

Asia dan Pasifik, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan 

adanya ruang yang cukup untuk peningkatan kerja sama, 

berbagi data, dan investigasi bersama antara badan penga-

was pendanaan politik dan unit intelijen keuangan, otoritas 

pajak, lembaga antikorupsi, penegak hukum, penuntutan, 

dan peradilan.��

Meskipun sebagian besar negara telah mengatur sanksi 

administratif atas pelanggaran, penegakan hukum tercatat 

seringkali menimbulkan pertanyaan tentang efek jeranya. 

Sebagai contoh, sebuah studi terkini dari chapters Trans-

parency International di Balkan Barat dan Turki menemukan 

bahwa meskipun telah ditemukan ketidakpatuhan, badan 

penyelenggara pemilu di wilayah tersebut gagal mengena-

kan sanksi atau hanya mengenakan sanksi minimal.��

Masyarakat sipil, media, dan kelompok lain berperan mem-

bantu menciptakan platform data dan solusi untuk meman-

tau aturan pendanaan politik. Namun, kolaborasi antara 

partai politik, badan pengawas, dan kelompok-kelompok ini 

masih lemah atau nominal di sebagian besar negara, se-

hingga gagal mencapai potensi penuh dari pendekatan 

yang melibatkan seluruh masyarakat.

AKUNTABILITAS
PRINSIP 6

6.1. MEMBENTUK BADAN PENGAWAS
YANG EFEKTIF

Kerangka hukum harus memberdayakan badan penga-

was dengan mandat, independensi, dan otonomi keu-

angan untuk memantau, mengawasi, menegakkan, dan 

memfasilitasi kepatuhan terhadap peraturan pendanaan 

politik, termasuk menerapkan sanksi atas pelanggaran.

Badan pengawas harus membuat investasi keuangan 

yang berkelanjutan dalam sumber daya manusia dan 

teknologi untuk mendukung kepatuhan terhadap pela-

poran keuangan. Badan pengawas harus meningkatkan 

kapasitas verifikasi dan audit, termasuk melalui auditor 

pendamping (concomitant auditors) dan pemantau di 

lapangan (on-site auditors).

Kerangka hukum harus menetapkan sanksi yang wajar 

dan, jika memungkinkan, tanggung jawab pribadi (perso-

nal liability) atas penggunaan ancaman, intimidasi atau 

upaya lain untuk memengaruhi keputusan atau kerja 

dari badan pengawas.

a)

b)

c)

Standar untuk Mempromosikan

Akuntabilitas

6.2. MEMPROMOSIKAN KERJA SAMA 
ANTAR LEMBAGA

Badan pengawas harus secara proaktif bekerja sama dan 

bertukar informasi dengan lembaga negara terkait lain-

nya—seperti badan penyelenggara pemilu, lembaga audit 

negara, lembaga antikorupsi, unit intelijen keuangan, oto-

ritas pajak, lembaga penegak hukum, dan lembaga pera-

dilan—dalam investigasi potensi pelanggaran terhadap 

peraturan pendanaan politik.

Badan pengawas harus memastikan bahwa pertukaran 

informasi tidak melanggar privasi atau kebebasan sipil 

dan politik lainnya, dan tunduk pada mekanisme check 

and balances demokratis guna mencegah penyalahgu-

naannya.

a)

b)
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6.3. MEMPERKUAT SANKSI DAN MEMASTIKAN
PENEGAKANNYA

Kerangka hukum harus menetapkan sanksi perdata, 

administratif, disiplin, dan pidana yang efektif, proporsi-

onal, dan bersifat mencegah bagi pelanggaran terhadap 

peraturan pendanaan politik oleh partai politik, kandidat, 

tim kampanye, dan pihak ketiga.

Lembaga peradilan dan kejaksaan harus mengalokasikan 

sumber daya yang cukup dan memperkuat kapasitas in-

ternal untuk secara efektif menginvestigasi, menuntut, 

dan mengadili pelanggaran atas peraturan pendanaan 

politik.

a)

b)

6.4. MENDORONG PARTISIPASI ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMANTAUAN
PENDANAAN KAMPANYE

Kerangka hukum harus memastikan bahwa warga nega-

ra, media, dan CSO memiliki akses efektif terhadap infor-

masi pendanaan politik, termasuk namun tidak terbatas 

pada informasi terperinci dan tepat waktu mengenai 

sumber sumbangan swasta dalam format data terbuka 

yang memfasilitasi pengawasan.

Badan pengawas harus bekerja sama dengan masyarakat 

sipil dan kelompok pengawas lainnya dengan memfasili-

tasi penempatan pemantau di lapangan. Badan penga-

was juga harus memperkenalkan dan menegakkan prak-

tik hak atas informasi, kecuali jika menyangkut masalah 

keamanan nasional dan privasi yang sah.

Badan pengawas hendaknya memastikan bahwa warga 

negara, baik secara individu maupun melalui organisasi 

masyarakat sipil, mempunyai hak untuk mengajukan pe-

ngaduan dan melakukan tindakan hukum, dengan me-

nyediakan saluran pelaporan yang layak.

Sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, 

badan pengawas harus menjamin sistem pelaporan yang 

rahasia, aman, dan terlindungi, yang mudah diakses dan 

sensitif gender, untuk memfasilitasi pelaporan pelang-

garan terkait keuangan politik secara tepat waktu. Badan 

pengawas harus memberikan dukungan dan perlindung-

an dari perlakuan yang tidak semestinya untuk siapa pun 

yang melaporkan pelanggaran tersebut, termasuk pela-

por, korban, dan kerabatnya.

a)

b)

c)

d)
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